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RESUME HASIL VERIFIKASI 

PADA IPK HGU PT BERAU KARETINDO LESTARI 

DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

1. IDENTITAS VLK 

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN 

Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 

d. Telepon 

Email 

: 0541 – 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 
LVLK 

: Ir. Kurnia 

f. Tim Audit : Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor) 

g. Tim Pengambil 
Keputusan 

: Ir. Kurnia 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Auditee : PT. Berau Karetindo Lestari 
b. Jenis Izin Usaha : IPK atas areal HGU 
c. Lokasi : Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur 
d. Periode IPK : Tahun 2016/2017 
e. Luas  : 1.569 Hektar 
f. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama: Megawati A. 

- Komisaris: Daniel Wawengkang 
- Direktur Utama: Dirga Melanie Korompis 
- Direktur: Naik Henokh Parmenas 
- Direktur: Didi Ferdinand Korompis 

g. Manajement Representatif : Setiyo Sugiono 
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3. RINGKASAN TAHAPAN 
 

Tahapan Lokasi dan Waktu Ringkasan Catatan 

Konsultasi Publik  Tidak dilakukan konsultasi publik 

Pertemuan Pembukaan 
Kantor PT. Berau 

Karetindo Lestari 

11 Oktober 2016 

Menyampaikan dan memberikan penjelasan 
singkat terkait dengan : 

a. Tujuan, sasaran dan ruang lingkup 
verifikasi, tahap dan kegiatan audit 
lapangan beserta metodologinya, standar 
acuan yang digunakan dan susunan tim 
audit. 

b. Menyampaikan aturan acuan audit 
standar VLK termasuk ketentuan tentang 
kerahasiaan dan ketidakberpihakan. 

c. Meminta surat kuasa dan/atau surat 
tugas Manajemen Representatif. 

d. Menandatangani BA Pertemuan 
Pembukaan. 

Verifikasi Dokumen 
dan Observasi 
Lapangan 

Kantor dan Areal 
IPK/HGU 

PT. Berau Karetindo Lestari 
11 – 12 Oktober 2016 

a. Mengumpulkan, mempelajari dan 
menganalisa dokumen/data/laporan 
produksi dan penjualan. 

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji 
petik, wawancara dan penandaan 
ketelusuran kayu. 

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen 
dan observasi lapangan menggunakan 
acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen 
PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 

Pertemuan Penutupan 
Kantor PT. Berau 

Karetindo Lestari. 

13 Oktober 2016 

a. Penyampaian kesimpulan audit 
mencakup temuan kesesuaian dan 
ketidaksesuaian serta meminta konfirmasi 
auditee atas kesimpulan audit. 

b. Pemberian catatan ketidaksesuaian dan 
konfirmasi waktu pemenuhannya. 

c. Membuat dan mendatangani BA 
Pertemuan Penutupan. 

 
 
Pengambilan 
Keputusan 

Samarinda, 
27 Oktober 2016 

a.  PT. Berau Karetindo Lestari dinyatakan  
MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas 
Kayu sesuai Lampiran 2.4.Perdirjen 
PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016. 

b.  Status S-LK PT. Berau Karetindo Lestari 
dapat Diterbitkan  sesuai dengan 
lingkup sertifikasinya. 
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4. RESUME HASIL PENILAIAN 

Prinsip 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. 

 
Kriteria 1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk 

kegiatan non kehutanan yang tidak mengubah status hutan. 

 
Indikator 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai 

yang terletak di kawasan hutan produksi. 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.1.1.a  

ILS/IPK pada 

areal pinjam 

pakai  

Non Applicable 

Areal HGU PT. Berau Karetindo Lestari bukan 

merupakan areal pinjam pakai yang terletak di 

kawasan hutan produksi. 

1.1.1.b  

Peta lampiran 

ILS/IPK pada 

pinjam pakai 

(dilampiri izin 

pinjam pakai 

dan petanya) 

Non Applicable 

Areal HGU PT. Berau Karetindo Lestari bukan 

merupakan areal pinjam pakai yang terletak di 

kawasan hutan produksi. 

 
Kriteria 1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk 

kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 

 

Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.2.1.a 

Izin HTHR. 
Non Applicable 

Areal HGU PT. Berau Karetindo Lestari bukan 

merupakan kawasan hutan negara untuk kegiatan 

HTHR. 

1.2.1.b 

Peta HTHR 

 

Non Applicable 

Areal HGU PT. Berau Karetindo Lestari bukan 

merupakan kawasan hutan negara untuk kegiatan 

HTHR. 
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Kriteria 1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non 

kehutanan yang mengubah status hutan. 

 
Indikator 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk 

peruntukkan kegiatan non kehutanan. 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.3.1.a 

Izin usaha dan 

lampiran petanya 

(bagi pemegang 

IPK sama dengan 

pemegang izin 

usaha)  

Non Applicable 

Areal HGU PT. Berau Karetindo Lestari bukan 

merupakan kawasan hutan negara yang dilepaskan 

untuk kegiatan non kehutanan. 

1.3.1.b 

Izin usaha dan 

lampiran petanya 

(bagi pemegang 

IPK yang berbeda 

dengan 

pemegang izin 

usaha) 

 

Non Applicable 

Areal HGU PT. Berau Karetindo Lestari bukan 

merupakan kawasan hutan negara yang dilepaskan 

untuk kegiatan non kehutanan. 

 

Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.3.2.a 

IPK pada areal 

yang dilepaskan 

Non Applicable 

Areal HGU PT. Berau Karetindo Lestari bukan 

merupakan kawasan hutan negara yang dilepaskan 

untuk pemukiman transmigrasi. 

1.3.2.b 

Peta lampiran 

IPK 

 

Non Applicable 

Areal HGU PT. Berau Karetindo Lestari bukan 

merupakan kawasan hutan negara yang 

dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. 
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Kriteria 1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 

 
Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.4.1.a 

Dokumen 

rencana IPK/ILS 

(survei potensi) 

Memenuhi 

Rencana IPK tahun 2016/2017 yang luasnya  1.569 
Hektar masuk kedalam lokasi HGU. Sesuai pasal 
24 ayat 2 Permenhut, Nomor 
P.62/MenLHK-Setjen/ 2015, bahwa HGU berlaku 
dan melekat sebagai IPK. 

Legalitas HGU berdasarkan Keputusan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor: 44-HGU-BPN 
RI-2008 Tentang Pemberian HGU atas nama PT. 
Berau Karetindo Lestari atas tanah di Kabupaten 
Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 28 Juli 
2008 seluas 7.023 Ha di Desa Punan Malinau dan 
Desa Long Ayan Kecamatan Segah, Kabupaten 
Berau. 

Terdapat dokumen buku Laporan Hasil Cruising 
100% pada PT. Berau Karetindo Lestari seluas 1.569 
Ha (6 petak), yang dilaksanakan oleh Ganis Canhut 
Ahmad 
Mansyur/Reg:01184-13/CANHUT/XXXIV/2013 
tanggal 5 Mei s/d 28 Juni 2016, dengan potensi 
kayu sebesar 47.925,90 m3 yang rinciannya sebagai 
berikut: 

- Kel.Meranti 33.109,21 m3 
- Kel. Kayu Indah Dua (Ulin) 1.292,95 m3 
- Ke.RC 13.523,74 m3. 

Hasil cruising potensi pohon tersebut diperkuat 
dengan Fakta Integritas dari Direktur PT. Berau 
Karetindo Lestari yang ditandatangani tanggal 13 
Juli 2016, pelaksanaan cruising dilaksanakan 
dengan benar. 

1.4.1.b 

Izin usaha dan 

lampiran petanya 

(bagi pemegang 

IPK sama dengan 

pemegang izin 

usaha) 

Memenuhi 

PT. Berau Karetindo Lestari sebagai perusahaan 
pemegang HGU yang melekat sebagai ijin IPK 
adalah sebagai perusahaan pemegang izin usaha 
non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan 
Kelapa Sawit seluas 7.023 Ha di Kecamatan Segah 
Kabupaten Berau, dengan perizinan sebagai 
berikut: 

- SK. Bupati Berau Nomor : 7 Tahun 2015, tanggal 
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Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

16 Januari 2015,  tentang Izin Usaha Perkebunan 
(IUP) kepada PT. Berau Karetindo Lestari. 
Dilampiri peta Skala 1:60.000 dan masuk kedalam 
APL. 

- Dokumen ANDAL, RKL dan RPL a.n. PT. Berau 
Karetindo Lestari telah disahkan oleh Bupati 
Berau melalui Keputusan Bupati Berau Nomor 
169 tanggal 4 Juli 2005, tentang Kelayakan 
Lingungan Kegiatan pembangunan Perkebunan 
Kelapa Sawit PT. Berau karetindo Lestari di 
Kecamatan Segah kabupaten Berau. 

1.4.1.c 

Izin usaha dan 
lampiran petanya 
(bagi pemegang 
IPK yang berbeda 
dengan 
pemegang izin). 

Non Applicable 
Pemegang IPK/HGU sama dengan pemegang izin 

usaha yaitu PT. Berau Karetindo Lestari. 

1.4.1.d   

IPK pada APL. 

Memenuhi 

Sesuai pasal 24 ayat 2 Permenhut, Nomor 
P.62/MenLHK-Setjen/2015, bahwa HGU berlaku 
dan melekat sebagai IPK.  

Terdapat dua bidang sertifikat HGU yang masuk 
kedalam rencana Pembukaan Lahan tahun 2016 
s/d 2017, yaitu: 

- Sertifikat HGU no: 27 seluas 320,10 Ha.  
- Sertifikat HGU no. 28 seluas 6.703,6 Ha. 

Hasil pengecekan lapangan batas HGU, dapat 
disimpulkan bahwa IPK terletak pada areal yang 
disetujui atau direncanakan. 

1.4.1.e 

Peta 

lampiran 

IPK 

Memenuhi 

Letak lokasi IPK sesuai dengan Peta lokasi. 

PT. Berau Karetindo Lestari telah menyiapkan Peta 
Rencana Kegiatan Pembukaan Lahan skala 1:50 
000. Karena HGU melekat sebagai IPK, sehingga 
tidak diperlukan lagi peta khusus untuk IPK yang 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

Hasil pengecekan posisi geografis pada peta dan 
lapangan di titik 2°17’55,6” LU 117° 00’37,7” BT 
dengan menggunakan GPS menunjukkan 
kesesuaian. 
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Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi  

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

1.4.2.a 

IPK pada APL 
Non Applicable 

Areal HGU PT. Berau Karetindo Lestari bukan 

merupakan kawasan APL untuk pemukiman 

transmigrasi. 

1.4.2.b 

Peta lampiran 

IPK 

Non Applicable 

Areal HGU PT. Berau Karetindo Lestari bukan 

merupakan kawasan APL untuk pemukiman 

transmigrasi. 

 

Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu. 

 

Kriteria 2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS. 

 

Indikator 2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

2.1.1.a 
Dokumen 
rencana 
penebangan 
IPK/ILS 

Memenuhi 

Rencana penebangan IPK pada areal HGU milik 
PT. Berau Karetindo Lestari termuat dalam Bagan 
Kerja Tahunan 2016/2017 yang dibuat sesuai 
potensi tegakan. Adapun status lahan sudah 
memiliki sertifikat Hak Guna Usaha, maka tidak 
diperlukan lagi dokumen rencana yang disahkan 
oleh pejabat yang berwenang.  

 
Indikator 2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari 
IPK/ILS dapat dilacak balak.  
 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

2.1.2.a 

Dokumen 

potensi tegakan 

pada areal kerja Memenuhi 

Terdapat dokumen buku Laporan Hasil Cruising 
100% pada PT. Berau Karetindo Lestari seluas 1.569 
Ha (6 petak), yang dilaksanakan oleh Ganis Canhut 
Ahmad 
Mansyur/Reg:01184-13/CANHUT/XXXIV/2013 
tanggal 5 Mei s/d 28 Juni 2016, dengan potensi 
kayu sebesar 47.925,90 m3 yang rinciannya sebagai 
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Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

berikut: 

- Kel.Meranti 33.109,21 m3 
- Kel. Kayu Indah Dua (Ulin) 1.292,95 m3 
- Ke.RC 13.523,74 m3. 

Hasil cruising potensi pohon tersebut diperkuat 

dengan Fakta Integritas dari Direktur PT. Berau 

Karetindo Lestari yang ditandatangani tanggal 13 

Juli 2016, pelaksanaan cruising dilaksanakan 

dengan benar. 

2.1.2.b 
Dokumen 
produksi kayu 
(LHP) 

Non Applicable 

Pada areal pembukaan lahan tahun 2016/2017. PT. 

Berau Karetindo Lestari belum menerbitkan LHP, 

namun sudah memiliki tiga orang ganis PKB-R 

yang akan diproyeksikan sebagai penerbit LHP, 

Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan dan Penerbit 

SKSHHK-KB di TPK Antara, tiga tenaga teknis 

tersebut adalah: 

1. Sarpani. 

Reg: 00695-13/PKB-R/XX/2012 (masa 

berlaku s/d 18 Maret 2018) 

2. Reno Hermawan 

Reg: 01693-13/PKB-R/XX/2014 (masa 

berlaku s/d 12 Desember 2017) 

3. Nurul Yuda Prasetya 

Reg: 01907-13/PKB-R/XX/2016 (masa 

berlaku s/d 17 Maret 2019) 

Disamping itu PT. Berau Karetindo Lestari juga 

telah memiliki sarana dan operator SIPUHH 

Online yang telah berjalan untuk BKT tahun 

2015/2016. 
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Kriteria 2.2. Pemenuhan kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan 

pengangkutan kayu. 

 
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

2.2.1.a 

Dokumen SPP 

(Surat Perintah 

Pembayaran) 

DR dan / atau 

PSDH telah 

diterbitkan. 

Memenuhi 

Realisasi penebangan dan pembukaan lahan tahun 

2016/2017 masih NIHIL. Menurut peraturan 

terbaru  P.62/MenLHK- Setjen/2015, bahwa 

berdasarkan RLHC pemegang HGU diwajibkan 

untuk membayar PSDH, DR dan PNT sebesar 25%, 

sedangkan PNT telah dibatalkan sejak 22 Desember 

2015 sesuai Permen LHK Nomor: 

P.29/MenLHK/Setjen/PHPL.3/2/2016, maka 

kewajiban pembayaran dimuka 25% hanya berlaku 

pada PSDH dan DR. 

Besarnya pembayaran DR dan PSDH 25% dari 

potensi LHC didasarkan hasil perhitungan pihak 

Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI 

Samarinda sesuai Surat nomor: 

S.535/BPHP.XI-2/2016 tanggal 13 September 2016.  

Surat tersebut sebagai pengganti SPP DR dan SPP 

PSDH 25% dari potensi RLHC.  

2.2.1.b 

Bukti setor DR 

dan / atau 

PSDH 

Memenuhi 

Atas dasar perhitungan dari pihak BPHP Wilayah 

XI Samarinda tanggal 13 September 2016, PT. Berau 

Karetindo Lestari telah melakukan pembayaran DR 

dan PSDH sesuai print out Sistem Informasi PNBP 

Online (SIMPONI): 

1. Rp. 440.352.360 untuk PSDH Meranti, 

tanggal bayar 22-09-2016. 

2. Rp. 106.499.250 untuk PSDH RC, tanggal 

bayar 22-09-2016. 

3. Rp. 27.152.400,- untuk PSDH Ulin, tanggal 

bayar 22-09-2016. 

4. USD 95.602,81,- untuk DR Meranti, tanggal 

bayar 22-09-2016. 

5. USD 31.949,78,- untuk DR RC, tanggal 

bayar 22-09-2016. 

6. USD 4.072,86,- untuk DR Ulin, tanggal 

bayar 22-09-2016. 

Sesuai Surat Edaran Dirjen PHPL nomor: 

SE.10/PHPL/IPHH/HPL.4/6/2016 tanggal 6 Juni 
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Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

2016, dinyatakan bahwa mekanisme pelunasan sisa 

pembayaran 75%  akan dibayarkan secara 

bertahap setelah Unit Manajemen telah mencapai 

akumulasi LHP 75% dari target melalui rekonsiliasi 

antara Dinas Kehutanan Provinsi dengan Unit 

Manajemen.  

2.2.1.c 

Kesesuaian tarif 

DR dan PSDH 

atas kayu hutan 

alam (termasuk 

hasil kegiatan 

penyiapan 

lahan untuk 

pembangunanh

utan tanaman) 

dan kesesuaian 

tarif PSDH 

untuk kayu 

hutan tanaman 

Memenuhi 

Berdasarkan dokumen perhitungan DR dan PSDH 

(25%) yang dibuat oleh pihak BPHP Wilayah XI 

Samarinda dinilai telah sesuai dengan ketentuan 

yang termuat dalam PP nomor 12 tahun 2014 untuk 

perhitungan DR, dan telah sesuai dengan 

ketentuan yang termuat dalam 

P.68/Menhut-II/2014, untuk perhitungan PSDH. 

 

Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah   

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

2.2.2.a 
FAKB dan DKB 
untuk KBK 
diterbitkan sesuai 
dengan 
ketentuan. 

Non Applicable 

Untuk rencana penebangan dan pembukaan lahan 

tahun 2016/2017. PT. Berau Karetindo Lestari 

belum menerbitkan LHP maupun  dokumen 

angkutan berupa SKSHHK-KBK. 

2.2.2.b 
SKSKB dan DKB 
untuk KB 

Non Applicable 

Untuk rencana penebangan dan pembukaan lahan 

tahun 2016/2017. PT. Berau Karetindo Lestari 

belum menerbitkan LHP maupun dokumen 

angkutan berupa SKSHHK-KB. 
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Kriteria 2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 

 
Indikator 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

3.3.1.a 

Tanda V-Legal 

yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

 

Non Applicable 

Untuk rencana penebangan dan pembukaan lahan 

tahun 2016/2017. PT. Berau Karetindo Lestari 

belum menerbitkan LHP. 

 
Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK 

 
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

 
Indikator 3.1.1  Prosedur dan Implementasi K3 

 

Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ 

Non Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

3.1.1.a. 
Pedoman/ prosedur 
K3. 

Memenuhi 

PT. Berau Karetindo Lestari sudah memiliki 

Prosedur K3, serta sudah memiliki struktur 

organisasi K3. 

3.1.1.b. 
Ketersediaan peralatan 
K3 

Memenuhi 

1. PT. Berau Karetindo Lestari sudah 

menyediakan peralatan K3 seperti  Alat 

Pemadam Api Ringan (APAR, perlatan P3K, da 

Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya 

memadai serta berfungsi dengan baik.  

2. Pada area perkantoran, sudah tersedia denah 

evakuasi disertai dengan jalur evakuasi dan titik 

kumpul di tempat terbuka dan luas.  

3. Implementasi K3 sudah dilakukan, berupa 

penggunaan APD oleh karyawan, dan 

pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya. 

3.1.1.c 
Catatan Kecelakaan 
Kerja 

 
 
 
 
 
 
 

Memenuhi            PT.Berau Karetindo Lestari telah memiliki catatan 

kecelakaan kerja dan tidak pernah terjadi 

kecelakaan kerja fatal.  












